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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Menimbang

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf d
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat,
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah
tertinggal, dan  transmigrasi mempunyai tugas
menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian kualitas hasil kerja Pejabat Fungsional
Penggerak Swadaya Masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan
Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Pejabat

Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;



Mengingat

—
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Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5949;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negepri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 192);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1143);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1256);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG STANDAR
KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN
KUALITAS HASIL KERJA PEJABAT FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disingkat
SKHK adalah persyaratan mutu suatu kegiatan jabatan
fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang harus
dipenuhi oleh Penggerak Swadaya Masyarakat untuk
mendapatkan penilaian kualitas hasil kerja.

2. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai
oleh seorang pegawai negeri sipil yang harus dicapai
setiap tahun.

3. Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah pendekatan yang
dilakukan untuk menilai kualitas hasil kerja Penggerak
Swadaya Masyarakat dengan menggunakan
kriteria/ketentuan teknis serta bukti fisik satuan hasil
kegiatan.

4. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui
penggerakan keswadayaan masyarakat untuk mencapai
kemandirian yang berkelanjutan.

5. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang
selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat
adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui
penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka

mencapai kemandirian dan berkelanjutan.



Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya
mengembangkan  kemandirian dan = kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

masyarakat desa.

Pasal 2

SKHK dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Penggerak Swadaya Masyarakat bertujuan untuk:

a. mewujudkan kesamaan pemahaman dalam
penilaian kualitas hasil kerja; dan

b. memberikan acuan penilaian kualitas hasil kerja
Penggerak Swadaya Masyarakat.

SKHK dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Penggerak Swadaya Masyarakat memberikan panduan

bagi:

a. Penggerak Swadaya Masyarakat, untuk menyiapkan
bahan penilaian kinerja sesuai dengan SKP pada
unit kerja;

b. pejabat penilai kinerja, sebagai alat kontrol
pencapaian tugas pokok Penggerak Swadaya
Masyarakat dengan SKP dalam mendukung tugas
pokok dan fungsi unit kerja serta tujuan organisasi;
dan

c. tim penilai angka kredit dalam melakukan penilaian

kualitas hasil Kerja.



Pasal 3

SKHK memiliki komponen:

hasil kerja;
batasan;
kriteria/ketentuan teknis; dan

manfaat.

Pasal 4

Penilaian Kualitas Hasil Kerja Penggerak Swadaya Masyarakat

memiliki komponen:

a.
b.

bukti fisik; dan

nilai kualitas.

Pasal 5
Hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a merupakan keluaran yang dihasilkan dari setiap butir
kegiatan yang dilaksanakan.
Batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
merupakan uraian tentang pengertian dan penjelasan
mengenai hasil kerja dari setiap butir kegiatan yang
dilaksanakan.
Kriteria/Ketentuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf c¢, merupakan mekanisme, dan/atau
tahapan pelaksanaan butir kegiatan yang wajib
dipenuhi.
Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
merupakan kegunaan langsung atau tidak langsung dari
suatu hasil kerja butir kegiatan yang dilaksanakan
terhadap butir kegiatan lainnya dan/atau unit kerja

dan/atau masyarakat.

Pasal 6
Bukti Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a, merupakan dokumen administrasi dan hasil kerja
pelaksanaan butir kegiatan jabatan fungsional Penggerak

Swadaya Masyarakat yang wajib diserahkan sebagai



(2)
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bahan penilaian terhadap kualitas hasil kerja Penggerak
Swadaya Masyarakat.

Nilai Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b merupakan prestasi yang diperoleh Penggerak
Swadaya Masyarakat dari hasil penilaian kualitas hasil

kerja Penggerak Swadaya Masyarakat.

Pasal 7
Bukti fisik Penggerak Swadaya Masyarakat sebagaimana
dimaksud Pasal 6 ayat (1) meliputi:
a. dokumen administrasi; dan
b. hasil kerja pelaksanaan butir kegiatan.
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, berupa:
a. surat perintah, surat tugas, atau surat keputusan

tim kerja;

b. lembar pengesahan; dan
c. surat pernyataan melaksanakan kegiatan.
Hasil kerja pelaksanaan butir kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi
kriteria/ketentuan teknis pelaksanaan butir kegiatan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bukti fisik sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan

dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital.

Pasal 8

Penilaian kualitas hasil kerja dilakukan terhadap unsur
utama dan unsur penunjang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penilaian kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud
ayat (1) mengacu kepada SKHK.
Penilaian kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud
ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:
a. banyaknya kriteria/ketentuan teknis yang dipenuhi;

dan

b. hasil kerja pelaksanaan butir kegiatan.



(1)

Pasal 9

Ketentuan mengenai isi SKHK dan penilaian kualitas
hasil kerja setiap butir kegiatan jabatan fungsional
penggerak swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai format formulir bukti fisik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan

terhitung sejak tanggal diundangkan.



Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1522

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum

Teguh




LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN
PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA PEJABAT FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN HASIL
KERJA JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

SISTEMATIKA

Unsur Pendidikan

Unsur Pengembangan Komitmen Perubahan

A.

0 ®EUOw

Pelaksanaan identifikasi kelompok sasaran

Pembangunan relasi sosial

Pengembangan solidaritas sosial

Pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan
Perancangan perubahan kehidupan masyarakat secara partisipatif
Pengelolaan resiko perubahan

Pengelolaan konflik di masyarakat

Unsur Pengembangan Kapasitas Masyarakat

A.
B.
C.

Penyuluhan masyarakat
Pelatihan masyarakat

Pendampingan masyarakat

Unsur Pemantapan Kemandirian Masyarakat

A.
B.

Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar

Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif



F.
G.
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Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan

berkelanjutan dalam pembangunan desa

. Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat

Fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai
baru
Fasilitasi pengorganisasian masyarakat

Fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan

Unsur Pengembangan Profesi

Unsur Penunjang
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Penilaian Kualitas Hasil Kerja Unsur Utama

Unsur Pendidikan

Unsur: Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau
kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan. Dalam Peraturan Menteri ini, Unsur Pendidikan
bagi Penggerak Swadaya Masyarakat mencakup 3 Sub Unsur, yaitu: 1) Sub
Unsur Pendidikan Formal dan memperoleh ijazah/gelar; (2) Sub Unsur
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis di bidang pemberdayaan
masyarakat serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan

atau Sertifikat; dan (3) Sub Unsur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Sub Unsur: Pendidikan Formal dan Memperoleh [jazah /Gelar

Pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar merupakan bentuk
pendidikan di sekolah, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang
diberikan secara teratur, sistematis, terorganisasi dan bertingkat atau
berjenjang, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus, dengan
mengikuti syarat-syarat yang jelas. Dalam hal ini, pendidikan formal
dimaksud adalah pendidikan yang memperoleh gelar/ijazah yang diterbitkan
oleh penyelenggara pendidikan dan/atau lembaga yang berwenang dalam

penyelenggaraan pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Butir Kegiatan : Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh
ijazah/gelar untuk semua jenjang jabatan (Kode Unsur I.A; AK = 100 (S-
1), AK = 150 (S-2), AK = 200 (S-3).

Komponen Uraian

Hasil Kerja ljazah/gelar

a. Sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-1V); atau
b. Magister (S-2); atau

c. Doktor (S-3)

Batasan Kegiatan ini merupakan pendidikan formal, yang
memperoleh ijjazah/gelar dari perguruan
tinggi/lembaga pendidikan dalam negeri maupun

luar negeri yang terakreditasi paling kurang

Akreditasi B untuk semua jenjang jabatan.
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Kriteria/Ketentuan

Teknis

1. Telah mengikuti pendidikan formal pada
sekolah  tinggi atau perguruan tinggi dalam
negeri/ swasta/luar negeri,

2. Memperoleh ijazah: Sarjana (S1)/Diploma IV,
Magister (S2) dan Doktor (S3) yang berkaitan
dengan bidang pemberdayaan masyarakat,
kesejahteraan sosial, penyuluhan masyarakat
dan/atau pengembangan masyarakat, dan
bidang sosial dan yang berkaitan;

3. [jazah yang diperoleh dari program pendidikan
gelar ganda (double degree) hanya dinilai sebagai
satu ijazah;

4. Jjazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di
luar negeri harus terlebih dahulu disahkan oleh
Perwakilan RI di negara tersebut, serta dilakukan
penyetaraan oleh  Kementerian Pendidikan
Nasional RI;

5. ljazah yang lebih tinggi tetapi tidak sesuai
dengan bidang kepakaran Penggerak Swadaya
Masyarakat hanya dinilai sebagai Unsur
Penunjang, kecuali tema tesis/disertasi yang
ditulis berkaitan dengan bidang kepakaran
Penggerak Swadaya Masyarakat bersangkutan;

6. Jika seorang Penggerak Swadaya Masyarakat
atau calon Penggerak Swadaya Masyarakat
memiliki dua ijazah pada strata yang sama,

hanya satu ijazah yang akan dinilai;

Manfaat

Mendukung profesionalisme dan pelaksanaan tugas
Penggerak Swadaya Masyarakat dalam

pemberdayaan masyarakat.

Bukti Fisik

1. Dokumen administrasi berupa Surat Tugas/Ijin
Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian pada
instansi pemerintah tempat Penggerak Swadaya

Masyarakat bertugas.
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2. Hasil kerja berupa:

a. Salinan Ijazah dan transkrip nilai yang
disahkan oleh pimpinan Perguruan Tinggi
Negeri atau pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
yang terakreditasi minimal B (untuk kelulusan
dalam negeri), dengan format sesuai format
ijazah yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi
yang bersangkutan; atau

b. Salinan Iljazah dan transkrip nilai yang telah
memperoleh penyetaraan oleh Kementerian
Pendidikan Nasional (untuk kelulusan luar
negeri), dengan format sesuai format ijazah
yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang

bersangkutan.

Nilai Kualitas Untuk butir kegiatan pendidikan formal, kriteria dan
seluruh bukti fisik merupakan hal yang mutlak,
sehingga nilai kualitas berjumlah 100% Angka Kredit
(jika kriteria dan bukti fisik dipenuhi), atau 0%
Angka Kredit (jika tidak dipenuhi).

1. S-1/D-IV: 100% AK = 100 atau 0% AK = O (tidak

memperoleh tambahan AK);

2. S-2 : 100% AK = 150 atau 0% AK = O (tidak
memperoleh tambahan AK);
3. S-3 : 100% AK = 200 atau 0% AK = O (tidak

memperoleh tambahan AK).

Sub Unsur: Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis di bidang
pemberdayaan masyarakat serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat

Sub Unsur Pendidikan dan Pelatihan Fungsional/Teknis di bidang
pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan pendidikan
nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, serta memperoleh Surat

Surat Tanda Tamat Pelatihan Fungsional atau Sertifikat. Pendidikan non
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formal dianggap setara dengan pendidikan formal. Perbedaannya ada pada
konteks pendidikan, jangka waktu (durasi), tujuan, dan karakter peserta
didiknya. Dalam prakteknya, penyelenggaraan pendidikan non formal

seringkali menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (POD).

Sub Unsur ini dibagi ke dalam pendidikan dan pelatihan fungsional dan
pendidikan dan pelatihan teknis.

Pendidikan dan pelatihan fungsional merupakan pendidikan dan pelatihan
yang dilaksanakan wuntuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai
jabatan fungsional masing-masing yang diperlukan untuk pelaksanaan
tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Pendidikan dan pelatihan teknis adalah pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang

diperlukan untuk melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil.

Butir Kegiatan 1: Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di
bidang Pemberdayaan Masyarakat serta memperoleh Surat Tanda

Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat (Kode Unsur I.B, AK =

0,025 per JP).
Komponen Uraian
Hasil Kerja Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau
Sertifikat
Batasan Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di

bidang Pemberdayaan Masyarakat serta memperoleh
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
fungsional atau sertifikat di bidang pemberdayaan
masyarakat.

Pendidikan dan pelatihan fungsional di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dapat pula dilaksanakan

secara daring.
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Kriteria/Ketentuan

Teknis

Pendidikan dan  pelatihan fungsional dapat
dilakukan secara luring maupun daring dengan
ketentuan sebagai berikut :

1. Telah mengikuti pelatihan fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat tingkat dasar dan
berjenjang yang diselenggarakan oleh Instansi
Pembina/Badan Pendidikan dan Pelatihan ASN
Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah;

2. Memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan atau
Sertifikat yang memuat informasi tentang
tanggal pelaksanaan dan jumlah jam pelatihan
fungsional, dengan ketentuan:

a. Dalam hal jumlah jam pelatihan fungsional
tidak tercantum, maka jumlah jam dihitung
dari jumlah hari dikalikan 8 jam pelatihan
(JP) fungsional per hari.

b. Dalam hal pelatihan fungsional terdiri dari
paket-paket pelatihan dan masing-masing
paket mengeluarkan sertifikat maka
perhitungan jamnya sesuai dengan sertifikat
masing-masing.

c. Surat Tanda Tamat Pelatihan/Sertifikat
dilengkapi mata diklat/mata ajar yang
disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja pada
instansi penyelenggara pendidikan dan
pelatihan.

3. Diklat kepemimpinan seperti Diklat
Kepemimpinan tingkat I, II, III, dan IV tidak

dinilai.

Manfaat

Meningkatkan profesionalisme Penggerak Swadaya

Masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat

Bukti Fisik

1. Dokumen administrasi: surat perintah tugas,
lembar pengesahan, dan surat pernyataan

melaksanakan kegiatan yang ditanda tangani
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oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya,
dengan menggunakan format Formulir 1,
Formulir 2, Formulir 3 pada Lampiran II
Peraturan Menteri ini.

2. Hasil kerja berupa fotokopi Surat Tanda Tamat
Pelatihan atau Sertifikat yang disahkan oleh
pejabat berwenang, dengan format sesuai format
Surat Tanda Tamat Pelatihan/Sertifikat yang
diterbitkan oleh instansi penyelenggara pelatihan

yang bersangkutan.

Nilai Kualitas

Berpedoman pada kriteria/ketentuan teknis dan
dilengkapi bukti fisik.
Jika bukti fisik dipenuhi maka akan mendapatkan
nilai kualitas 100% dari nilai AK yang berlaku (0.025
per jam pelatihan/JP)

Butir Kegiatan 2: Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang

Pemberdayaan Masyarakat serta memperoleh Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan atau Sertifikat (Kode Unsur [.B, AK = 0,025

per JP).

Komponen

Uraian

Hasil Kerja

Surat Tanda Tamat Pelatihan teknis atau Sertifikat

Batasan

Mengikuti pelatihan teknis di bidang Pemberdayaan
Masyarakat serta memperoleh Surat Tanda Tamat
Pelatihan teknis atau sertifikat di bidang

pemberdayaan masyarakat

Kriteria/Ketentuan

Teknis

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dapat dilakukan
secara luring maupun daring dengan ketentuan
sebagai berikut :

1. Telah mengikuti pelatihan teknis terkait

pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan
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oleh Instansi Pembina, Badan Pendidikan dan

Pelatihan ASN dari Kementerian/Lembaga,

Pemerintah Daerah, lembaga lain di dalam

maupun di luar negeri; dan

2. Memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan atau

Sertifikat yang memuat informasi tentang tanggal

pelaksanaan dan jumlah jam pelatihan teknis,

dengan ketentuan:

a. Dalam hal jumlah jam pelatihan teknis tidak
tercantum, maka jumlah jam dihitung dari
jumlah hari dikalikan 8 jam pelatihan teknis
per hari.

b. Dalam hal pelatihan teknis terdiri dari paket-
paket pelatihan dan masing-masing paket
mengeluarkan sertifikat maka perhitungan
jamnya sesuai dengan sertifikat masing-
masing.

c. Surat Tanda Tamat Pelatihan/Sertifikat
dilengkapi mata diklat/mata ajar yang
disahkan oleh pejabat/kepala unit kerja pada

instansi penyelenggara pelatihan.

Manfaat

Meningkatkan profesionalisme serta menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas Penggerak Swadaya

Masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat.

Bukti Fisik

1. Dokumen administrasi: surat perintah tugas,
lembar pengesahan, dan surat pernyataan
melaksanakan kegiatan yang ditanda tangani
oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya,
dengan menggunakan format Formulir 1,
Formulir 2, Formulir 3 pada Lampiran II
Peraturan Menteri ini.

2. Hasil kerja berupa:

a. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pelatihan atau

Sertifikat yang disahkan oleh pejabat
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instansi/ lembaga penyelenggara pelatihan
yang berwenang, sesuai format Surat Tanda
Tamat Pelatihan/Sertifikat yang diterbitkan
oleh instansi/lembaga penyelenggara
pelatihan yang bersangkutan; atau

b. Surat Keterangan mengikuti pelatihan teknis
yang didukung jadwal pelatihan teknis,
diterbitkan oleh penyelenggara pelatihan
teknis, dalam hal penyelenggara pelatihan
tidak mengeluarkan Surat Tanda Tamat

Pelatihan atau Sertifikat.

Nilai Kualitas Berpedoman pada kriteria/ketentuan teknis dan
dilengkapi bukti fisik.
Jika bukti fisik dipenuhi maka akan mendapatkan
nilai kualitas 100% dari nilai AK yang berlaku (0.025
per jam pelatihan/JP).

Sub Unsur: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan merupakan pendidikan dan pelatihan
yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka
pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri
Sipil di samping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu
melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. Pendidikan
dan pelatihan Prajabatan diberikan kepada calon Pegawai Negeri Sipil
sebelum yang bersangkutan bekerja atau diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil, dengan tujuan agar terampil dalam melaksanakan tugas yang akan

dipercayakan kepadanya.

Butir Kegiatan : Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan (Kode
Unsur I.C, AK = 2,00).
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Komponen

Uraian

Hasil Kerja

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau

Sertifikat

Batasan Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan serta
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan atau Sertifikat sebagai
persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri
Sipil (Pegawai Negeri Sipil)
Kriteria/Ketentuan 1. Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Prajabatan
Teknis golongan III; dan
2. Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan atau sertifikat Pendidikan
dan Pelatihan Prajabatan yang diterbitkan oleh
Pusat Pelatihan ASN Kementerian Desa PDTT,
Kementerian/ Lembaga, Badan Diklat
Pemerintah Daerah.
Manfaat Memiliki pengetahuan tentang pembentukan

wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika
Pegawai Negeri Sipil, pengetahuan dasar tentang
sistem penyelenggaraan pemerintahan negara,
bidang tugas dan budaya organisasi, sehingga yang
bersangkutan mampu melaksanakan tugas sebagai

Pegawai Negeri Sipil.

Bukti Fisik

1. Dokumen administrasi: surat perintah tugas,
lembar pengesahan, dan surat pernyataan
melaksanakan kegiatan yang ditanda tangani
oleh pejabat sesuai kewenangannya, dengan
menggunakan format Formulir 1, Formulir 2,
Formulir 3 pada Lampiran II Peraturan Menteri

ini.



https://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan
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2. Hasil kerja berupa fotokopi Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan atau
Sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi/ lembaga
yang berwenang, sesuai format Sertifikat yang
diterbitkan oleh instansi penyelenggara

pendidikan dan pelatihan Prajabatan.

Nilai Kualitas

Berpedoman pada kriteria/ketentuan teknis dan
dilengkapi bukti fisik. Dalam hal ini, kriteria dan
seluruh bukti fisik merupakan hal yang mutlak,
sehingga nilai kualitas berjumlah 100% Angka Kredit
yang telah ditentukan, yaitu (AK = 2,00).
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Penilaian Kualitas Hasil Kerja Unsur Utama

Unsur Utama Pemberdayaan Masyarakat

Unsur Pengembangan Komitmen Perubahan

Batasan:

Unsur Pengembangan Komitmen perubahan merupakan kumpulan
rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk proses transformasi sosial
masyarakat, yang dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari
rangkaian kegiatan mengidentifikasi kelompok sasaran, rangkaian kegiatan
membangun relasi sosial, rangkaian kegiatan mengembangkan solidaritas
sosial, rangkaian kegiatan menemukenali potret diri dan posisi masyarakat
dalam pemberdayaan dan tumbuhnya kesadaran kritis, rangkaian kegiatan
perubahan dari dalam masyarakat yang dilakukan bersinergi dan
berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya,
rangkaian kegiatan mengidentikasi risiko penolakan terhadap perubahan,
hingga rangkaian kegiatan mengelola konflik, dalam rangka pengembangan
masyarakat yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam hal ini seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan
mempertimbangkan keragaman, proses pembelajaran sosial, pendekatan
partisipatori yang juga melibatkan pihak sektor publik (pemerintah), sektor
privat (swasta), dan stakeholder lainnya, serta sejauh mungkin
menggunakan teknologi digital sebagai sarana.

Unsur Pengembangan Komitmen Perubahan ini terdiri atas Sub-sub Unsur
sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran;

Pembangunan Relasi Sosial;

Pengembangan Solidaritas Sosial;

Pengembangan Kesadaran Kritis Masyarakat untuk Perubahan;
Perancangan Perubahan Kehidupan Masyarakat secara Partisipatif;

Pengelolaan Risiko Perubahan; dan

No s N

Pengelolaan Konflik di masyarakat.
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Sub Unsur: Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran

Batasan Sub Unsur:

Rangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi kelompok sasaran melalui
pemetaan sosial dengan menggambarkan kerangka pemahaman masyarakat
secara sistematik dan masalah sosial yang melingkupinya dalam rangka
mengembangkan komitmen perubahan.

Sub Unsur Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran ini merupakan ‘awal’
dari rangkaian Sub Unsur Pengembangan Komitmen Perubahan maupun
dari Unsur Pemberdayaan Masyarakat, mengingat di dalam sub unsur ini
dilakukan pemetaan sosial yang berisi gambaran masyarakat dan masalah
sosial, yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan pada sub-sub
unsur lainnya.

Pemetaan Sosial atau pembuatan profil masyarakat merupakan suatu
proses penggambaran masyarakat yang sistematik yang mellibatkan
pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di
dalamnya profil dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut.
Pemetaan sosial memerlukan pemahaman tentang kerangka konseptualisasi
masyarakat yang dapat membantu dalam pembandingan elemen
masyarakat antar wilayah, misalnya elemen wilayah (luas-sempit), elemen
komposisi etnik (heterogen-homogen), dan status sosial-ekonomi (kaya-
miskin atau maju-tertinggal).

Metoda dan teknik pemetaan sosial meliputi: (a) survey formal; (b)
pemantauan cepat, dan (c) metode partisipatoris.

Pada Sub Unsur ini metoda dan teknik pemetaan sosial yang digunakan
adalah pemantauan cepat dan/atau metode partisipatoris, bergantung
kepada kebutuhan pengumpulan data dan informasi serta Panduan yang
disusun untuk keperluan tersebut.

Sub Unsur Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran ini terdiri atas 9
butir kegiatan, yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran sosial
baik antar jenjang Penggerak Swadaya Masyarakat selaku pelaksana butir-
butir kegiatan, maupun antara Penggerak Swadaya Masyarakat dengan
masyarakat secara timbal balik, antar anggota masyarakat, maupun dengan
pihak-pihak terkait/para pemangku kepentingan dalam pembangunan desa

dan dalam kehidupan masyarakat.
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Bagan Alir: Sub Unsur: Pelaksanaan Identifikasi Kelompok Sasaran

A. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama

Butir Kegiatan 1: Melakukan pengumpulan data dan informasi bahan

pemetaan sosial (Kode Unsur II.a.A.4, AK = 0,10)

Komponen

Uraian

Hasil Kerja

Data dan informasi bahan pemetaan sosial dalam

bentuk salinan cetakan dan/atau salinan digital.

Batasan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menghasilkan
masukan untuk pelaksanaan kegiatan pengolahan data
hasil pemetaan sosial (Kode Unsur Il.a.A.5).
Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan
menggunakan instrumen pemetaan sosial yang telah
disiapkan (Kode Unsur Il.a.A.3), dan sesuai Panduan
Pemetaan Sosial (Kode Unsur Il.a.A.1).

Kegiatan ini dilakukan bersama dengan masyarakat,
serta sesuai dengan pendekatan/metoda pemetaan
sosial yang ditentukan (pemantauan cepat dan/atau
pendekatan partisipatori) dalam rangka menyusun
peta wilayah yang menunjukkan gambaran tentang
pemusatan karakteristik masyarakat dan masalah

sosial yang ada.
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Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait
dengan pencapaian tujuan pemetaan sosial dalam
rangka pengembangan komitmen perubahan.

Data yang dikumpulkan mencakup, antara lain: (1)
data dan informasi sejarah populasi sasaran, jumlah
populasi sasaran, mata pencaharian, latar belakang
pendidikan, dan sebagainya; (2) data dan informasi
batas wilayah geografis, hambatan fisik yang ada; (3)
data dan informasi masalah sosial yang mempengaruhi
populasi sasaran; (4) data dan informasi nilai adat dan
budaya, keyakinan, dan kelompok yang menganut
nilai-nilai tersebut; (5) data dan informasi perbedaan-
perbedaan di masyarakat dan dampak perbedaan
terhadap kehidupan masyarakat; (6) potensi sumber
daya yang ada di masyarakat termasuk sumber daya
alam, sumber daya manusia, serta sumber daya
teknologi; (7) kelompok-kelompok/organisasi yang ada
di masyarakat serta pengaruhnya terhadap peri
kehidupan masyarakat termasuk layanan kepada
masyarakat; (8) data dan informasi struktur yang
berlaku, ketersediaan sumber daya serta akses dan
control masyarakat terhadap sumber daya, dan
sebagainya.

Pelaksanaan kegiatan ini dapat menggunakan berbagai
cara/teknik misalnya melalui observasi lapang,
wawancara, dialog, diskusi, FGD, dan sebagainya.
Sumber data, cara dan lokasi mendapatkan data harus

jelas.

Kriteria/Ketentuan

Teknis

Memenuhi ketentuan minimal:

1. Kegiatan pengumpulan data dan informasi
dilakukan berdasarkan pendekatan pemetaan sosial
yang telah ditetapkan, yaitu pemantauan cepat,
dan/atau pendekatan partisipatori dengan

metode/teknik yang relevan,;
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. Kegiatan dilakukan di lokasi yang dijadikan obyek

pemetaan sosial;

. Kegiatan dilakukan sesuai dengan topik dan tujuan

pemetaan sosial;

. Menggunakan instrumen pengumpulan data dan

informasi;
Data dan informasi akurat dengan sumber data

yang jelas/dapat dipertanggung jawabkan; dan

. Memenuhi kecukupan data untuk selanjutnya

diolah.

Manfaat

Digunakan sebagai dasar pengolahan data dan

informasi untuk menghasilkan pemetaan sosial.

Bukti Fisik

1.

Dokumen administrasi: surat perintah tugas atau
surat keputusan tim kerja, lembar pengesahan, dan
surat pernyataan melaksanakan kegiatan yang
ditanda tangani oleh pejabat sesuai kewenangannya
dengan menggunakan format Formulir 1, Formulir
2, dan Formulir 3 pada Lampiran II Peraturan
Menteri ini;

Data dan informasi bahan pemetaan sosial sesuai
format Formulir 4 pada Lampiran II Peraturan
Menteri ini, dalam bentuk salinan cetak dan/atau
salinan digital, dan dilengkapi foto/video kegiatan
pengumpulan data  bahan  evaluasi, yang

dilaksanakan secara partisipatif.

Nilai Kualitas

. Nilai 100, apabila hasil kerja sempurna memenuhi

ke-6 kriteria/ketentuan teknis dari butir kegiatan
ini, dan lengkap dengan bukti-bukti fisik yang
ditentukan, (AK = 0,10);

. Nilai 75, apabila hasil kerja memenuhi 3-5 kriteria/

ketentuan teknis dan dilengkapi bukti fisik (AK =
0,08);
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3. Nilai 50, apabila hasil kerja hanya memenuhi 1-2
kriteria/ketentuan teknis dan dilengkapi bukti fisik
(AK = 0,05);

Butir Kegiatan 2: Melakukan pengumpulan data bahan evaluasi

pemetaan sosial (Kode Unsur II.a.A.8, AK = 0.10).

Komponen

Uraian

Hasil Kerja

Data bahan evaluasi pemetaan sosial dalam bentuk

salinan cetakan dan/atau salinan digital.

Batasan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang menghasilkan
masukan untuk pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan
pemetaan sosial (Kode Unsur Il.a. A.9), dengan
mengumpulkan data dan informasi paska
dilakukannya kegiatan pengumpulan data dan
informasi bahan pemetaan sosial (Kode Unsur Il.a.A.4)
dan kegiatan pengolahan data hasil pemetaan sosial
(Kode Unsur Il.a.A.5).

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan
instrumen evaluasi identifikasi kelompok sasaran
dan/atau obyek penggerakan masyarakat yang telah
disiapkan (Kode Unsur Il.a.A.7), dan sesuai Panduan
Pemetaan Sosial (Kode Unsur Il.a.A.1).

Kegiatan ini dilakukan bersama dengan masyarakat
untuk mencermati dampak yang terjadi pada kurun
waktu tertentu pasca/setelah dilakukan proses
penggambaran masyarakat termasuk profil dan
masalah sosial yang ada pada masyarakat, yaitu
setelah pelaksanaan kegiatan pengolahan data hasil
pemetaan sosial (Kode Unsur II.a.A.5).

Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait
dengan pencapaian tujuan pemetaan sosial dalam

rangka pengembangan komitmen perubahan.
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Data yang dikumpulkan mencakup, antara lain: (1)
data dan informasi hasil pengidentifikasian populasi
sasaran; (2) data dan informasi karakteristik
masyarakat; (3) data dan informasi pengakuan
perbedaan-perbedaan; (4) data dan informasi
pengidentifikasian struktur; dan (5) data dan informasi
pendekatan/metoda pemetaan sosial yang digunakan.
Hasil kegiatan ini merupakan masukan dalam
pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial
(Kode Unsur IL.a.A.9), yang dilakukan untuk
mencermati adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan
pendekatan, metoda, dan langkah-langkah pemetaan
sosial yang telah dilakukan maupun ketepatan
populasi/kelompok sasaran.

Pelaksanaan kegiatan ini dapat menggunakan berbagai
cara/teknik misalnya melalui observasi lapang,
wawancara, dialog, diskusi, FGD, dan sebagainya.
Sumber data, cara dan lokasi mendapatkan data harus

jelas.

Kriteria/Ketentuan

Teknis

Memenuhi ketentuan minimal:

1. Kegiatan pengumpulan data dilakukan berdasarkan
pendekatan/metoda pemetaan sosial yang
ditentukan (pemantauan cepat dan/atau metoda
partisipatori).

2. Kegiatan pengumpulan data dilakukan secara
bersama masyarakat (partisipatori) dan dilakukan
dengan berpedoman pada Panduan Pemetaan Sosial
(Kode Unsur Il.a.A.1) dan menggunakan instrumen
evaluasi identifikasi kelompok sasaran dan/atau
obyek penggerakan masyarakat (Kode Unsur II.a.A.7)
telah disiapkan sebelumnya.

3. Kegiatan dilakukan pada kurun waktu tertentu
pasca dilakukannya kegiatan pengumpulan data dan
informasi bahan pemetaan sosial (Kode Unsur

[l.a.A.4) dan kegiatan pengolahan data hasil
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6.

pemetaan sosial (Kode Unsur Il.a.A.5) di lokasi
tempat  populasi/ kelompok  sasaran  yang

ditentukan.

. Data yang dikumpulkan mencakup:

a. karakteristik anggota populasi sasaran;

b. identifikasi batas-batas wilayah geografis dan
hambatan fisik;

c. permasalahan sosial utama yang mempengaruhi
populasi sasaran;

d. nilai-nilai budaya, tradisi, keyakinan yang
penting bagi populasi, nilai dominan yang
mempengaruhi populasi sasaran dalam
masyarakat, serta konflik nilai yang terjadi;

e. identifikasi mekanisme penindasan yang tampak
dan formal, serta bentuk penindasan terhadap
populasi sasaran;

f. identifikasi bukti-bukti diskriminasi yang dialami
populasi sasaran;

g. lokasi-lokasi kekuasaan dan tipe struktur
kekuasaan yang mempengaruhi jariangan
pemberian layanan bagi populasi sasaran;

h. ketersediaan sumber layanan, pendanaan, dan
sumber non-finansial;

i. identifikasi pola pangawasan sumber dan

pemberian layanan.

. Data dan informasi akurat dengan sumber data yang

jelas/dapat dipertanggung jawabkan; dan
Memenuhi kecukupan data untuk dilakukan
evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial (Kode

Unsur [I.a.A.9).

Manfaat

Menjadi masukan dalam kegiatan evaluasi

penyelenggaraan pemetaan sosial (Kode Unsur [l.a.A.9),

serta masukan untuk koreksi/perbaikan pemetaan

sosial yang telah dilakukan.
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Bukti Fisik

1. Dokumen administrasi: surat perintah tugas atau
surat keputusan tim kerja, lembar pengesahan, dan
surat pernyataan melaksanakan kegiatan yang
ditanda tangani oleh pejabat sesuai
kewenangannya dengan menggunakan format
Formulir 1, Formulir 2, dan Formulir 3 pada

Lampiran II Peraturan Menteri ini;

2. Data dan informasi bahan evaluasi pemetaan sosial

sesuai format Formulir 4 pada Lampiran II
Peraturan Menteri ini, dalam bentuk salinan cetak
dan/atau salinan digital, dan dilengkapi foto/video
kegiatan pengumpulan data bahan evaluasi, yang

dilaksanakan secara partisipatif.

Nilai Kualitas

1. Nilai 100, apabila hasil kerja sempurna memenuhi
ke-6 kriteria/ketentuan teknis dari butir kegiatan
ini, dan lengkap dengan bukti-bukti fisik yang
ditentukan, AK = 0,10;

2. Nilai 75, apabila hasil kerja memenuhi 3-5 kriteria/
ketentuan teknis dan dilengkapi bukti fisik, AK =
0,08;

3. Nilai 50, apabila hasil kerja hanya memenuhi 1-2
kriteria/ketentuan teknis dan dilengkapi bukti

fisik, AK = 0,05).

B. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Butir Kegiatan 1: Menyusun instrumen pemetaan sosial (Kode Unsur

II.a.A.3, AK = 0,30).

Komponen

Uraian

Hasil Kerja

Dokumen instrumen pemetaan sosial, disajikan dalam
bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital dan
dilengkapi penjelasan singkat teknik/cara penggunaan

instrumen.
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Batasan

Kegiatan menyusun instrumen pemetaan sosial
merupakan kegiatan menyiapkan instrumen yang akan
digunakan dalam penerapan metoda pemetaan sosial,
yaitu pemantauan cepat dan/atau metoda
partisipatori. Bentuk instrumen dimaksud bergantung
pada metoda pemetaan sosial yang akan digunakan.
Instrumen tersebut disusun berpedoman pada
Panduan Pemetaan Sosial (Kode Unsur II.a.A.1).
Pemantauan cepat dapat dilaksanakan melalui metoda
(1) wawancara informan kunci; (2) Diskusi Kelompok
Terfokus (FGD); (3) wawancara kelompok masyarakat;
(4) pengamatan langsung; dan (5) survey kecil.
Sedangkan untuk metode partisipatoris, metode
pengumpulan data dapat menggunakan: (1) penelitian
dan aksi partisipatoris; (2) Analisa pemangku
kepentingan, analisis terhadap kepentingan dan
kekuasaan/pengaruh berbagai pemangku kepentingan
terhadap suatu masalah atau kebijakan; (3) penilaian
penerima manfaat, konsultasi secara sistematis dengan
para penerima layanan sosial; dan (4) monitoring dan
evaluasi partisipatoris, melibatkan masyarakat dalam
pengumpulan informasi, menganalisis masalah dan
menghasilkan  rekomendasi, dengan  instrumen
monitoring dan evaluasi sesuai kebutuhan.

Dengan demikian penyusunan instrumen harus
disesuaikan dengan pilihan metoda yang dipilih
sebagaimana disebutkan di atas.

Instrumen disusun dengan cakupan indikator
kecukupan data dan informasi yang diperoleh dan
dapat digunakan untuk pembuatan profil masyarakat
dan masalah sosial yang ada, dengan kata lain
ketercapaian tujuan kegiatan pemetaan sosial,
memenuhi unsur reliabilitas (dapat
dipertanggungjawabkan), validitas (pengukurannya
tepat), serta mudah diimplementasikan. Disain

instrumen ini diarahkan untuk penerapan metoda
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pemetaan  sosial secara  partisipatori bersama
masyarakat.

Kegiatan ini dapat dilakukan di tempat kerja/kantor

Kriteria/Ketentuan

Teknis

Memenuhi ketentuan minimal:

1. Menggunakan/mengikuti Panduan Pemetaan Sosial
(Kode Unsur IL.a.A.1) dan dilakukan sebelum
kegiatan pengumpulan data dan informasi bahan
pemetaan sosial (Kode Unsur Il.a.A.4).

2. Penyusunan instrumen sesuai pendekatan
pemetaan sosial yang dipilih: pemantauan cepat
dan/atau pendekatan partisipatori.

3. Untuk masing-masing pendekatan, penyusunan
instrumen menggunakan metoda/teknik tertentu,
serta bentuk instrumen yang sesuai, yaitu:

a. pemantauan cepat menggunakan metoda/teknik:

(1) wawancara informan kunci dengan
menggunakan instrumen pertanyaan terbuka;
dan/atau

(2) FGD dengan instrumen petunjuk diskusi;
dan/atau

(3) wawancana kelompok masyarakat dengan
menggunakan instrumen pedoman
wawancara; dan/atau

(4) pengamatan langsung dengan instrumen
disesuaikan dengan data yang ingin
dikumpulkan terkait dengan kondisi geografis,
sosial ekonomi, sumber-sumber yang tersedia,
interaksi sosial, dan sebagainya; dan/atau

(5) survey kecil dengan instrumen kuesioner
terstruktur/daftar pertanyaan tertutup.

b. pendekatan partisipatori menggunakan metoda/

teknik:

(1) penelitian dan aksi partisipatoris (PRA) yang
menggunakan berbagai teknik seperti lintas

kawasan, diagram Venn, matriks ranking, dan
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lain-lain;

(2) analisa pemangku kepentingan, dengan
menggunakan instrumen pedoman
wawancara dan observasi;

(3) penilaian penerima mafaat menggunakan
teknik pedoman = wawancara, petunjuk
diskusi, dan sebagainya;

(4) monitoring dan evaluasi partisipatori, dengan
menggunakan pedoman monitoring dan
evaluasi bersama masyarakat.

4. Instrumen yang disusun dilengkapi penjelasan
singkat teknik/cara penggunaan instrumen, dan
sarana yang diperlukan (jika ada).

5. Kegiatan dilakukan di kantor/tempat kerja masing-

masing.

Manfaat

Untuk digunakan dalam pelaksanaan pengumpulan
data dan informasi serta pembuatan profil masyarakat

beserta permasalahan sosial yang melingkupinya.

Bukti Fisik

1. Dokumen administrasi: surat perintah tugas atau
surat keputusan tim kerja, lembar pengesahan, dan
surat pernyataan melaksanakan kegiatan yang
ditanda tangani oleh pejabat sesuai
kewenangannya dengan menggunakan format
Formulir 1, Formulir 2, dan Formulir 3 pada
Lampiran II Peraturan Menteri ini;

2. Dokumen instrumen pemetaan sosial ini mengikuti
format Formulir 6 pada Lampiran II Peraturan
Menteri ini, dalam bentuk salinan cetak dan/atau
salinan digital dan dilengkapi penjelasan cara

penggunaan instrumen.

Nilai Kualitas

1. Nilai 100, apabila hasil kerja sempurna memenuhi
ke-5 kriteria/ketentuan teknis dari butir kegiatan

ini, dan lengkap dengan bukti-bukti fisik yang
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ditentukan, (AK = 0,30);

2. Nilai 75, apabila hasil kerja memenuhi 3-4 kriteria/
ketentuan teknis dan dilengkapi bukti fisik, (AK =
0, 23);

3. Nilai 50, apabila hasil kerja hanya memenuhi 1-2
kriteria/ketentuan teknis, dan dilengkapi bukti

fisik, (AK = 0,15).

Butir Kegiatan

2: Mengolah data hasil pemetaan sosial

(Kode Unsur Il.a.A.5, AK = 0,20).

Komponen

Uraian

Hasil Kerja

Laporan hasil pengolahan data pemetaan sosial dan
disajijkan dalam bentuk salinan cetak dan/atau

salinan digital.

Batasan

Pengolahan data merupakan proses mengubah dari
data mentah yang kemudian diolah dan disajikan
dalam bentuk yang informatif. Dalam hal ini, “data
mentah” dimaksud adalah data dan informasi yang
diperoleh dari kegiatan pengumpulan data dan
informasi bahan pemetaan sosial (Kode Unsur Il.a.A.4)
yang diperoleh dari lapangan (melalui observasi,
wawancara, diskusi, FGD), dan dari berbagai sumber
lainnya.

Data dan informasi tersebut setelah melalui proses
pengecekan validitas kemudian diolah dan disajikan,
sehingga dapat menjelaskan pelaksanaan kegiatan
pemetaan sosial dan hasil-hasilnya (termasuk
keterlibatan masyarakat dalam pemetaan sosial yang
menunjukkan adanya proses pembelajaran sosial di
antara pihak fasilitator/ Penggerak Swadaya

Masyarakat dengan masyarakat).
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Proses pengolahan dapat menggunakan berbagai
metode, namun pada dasarnya melalui tahapan input
(masukan, berupa data mentah), proses (pengolahan
data) dan output (keluaran, berupa penyajian data
yang sudah diolah).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada
Panduan Pemetaan Sosial (Kode Unsur Il.a.A.1) yang
telah disosialisasikan melalui kegiatan diseminasi
Panduan Pemetaan Sosial (Kode Unsur II.a.A.2).

Hasil pengolahan data ini: (1) sebagai sumber
informasi tentang pelaksanaan pemetaan sosial, juga
(2) data pembanding terhadap data bahan evaluasi
pemetaan sosial (Kode Unsur IL.a.A.8 (yang
dikumpulkan dalam rangka kegiatan evaluasi paska
penyelenggaraan pemetaan sosial) (Kode Unsur
[I.a.A.9).

Pengolahan data dilakukan di lapang atau di
kantor/unit kerja, dan dilakukan sesaat setelah
kegiatan pengumpulan data dan informasi bahan

pemetaan sosial (Kode Unsur Il.a.A.4).

Kriteria/Ketentuan

Teknis

Memenuhi ketentuan minimal:

1. Dihasilkannya profil lingkungan (geografis) dan
lingkungan sosial termasuk kelompok-kelompok
sosial.

2. Disajikannya profil serta karakteristik masyarakat
termasuk pemetaan potensi.

3. Disajikannya peta sumber-sumber kekuatan sosial
yang dominan dalam masyarakat.

4. Disajikannya peta-peta tematik sesuai kebutuhan
informasi yang ingin digali dalam pemetaan sosial.

5. Disajikannya informasi tentang pola hubungan
sosial dan jaringan/pola komunikasi di dalam
masyarakat

6. Disajikannya informasi tentang sejarah populasi

sasaran di dalam masyarakat.
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7. Disajikannya informasi tentang permasalahan sosial
yang dihadapi masyarakat dan data yang
menunjang hal tersebut.

8. Disajikannya informasi tentang adat istiadat,
kebiasaan yang berpotensi mendukung program
pengembangan masyarakat/intervensi sosial.

9. Kegiatan dilakukan di lapang atau di kantor/unit

kerja.

Manfaat

Penyajian data dan informasi sebagai hasil pengolahan
data pemetaan sosial ini menghasilkan “potret”
pemetaan masalah sosial dan potensi/sumber-sumber
sosial ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan
program pemberdayaan masyarakat/intervensi sosial
baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun

lembaga nonpemerintah/pihak eksternal.

Bukti Fisik

1. Dokumen administrasi: surat perintah tugas atau
surat keputusan tim kerja, lembar pengesahan, dan
surat pernyataan melaksanakan kegiatan yang
ditanda tangani oleh pejabat sesuai
kewenangannya dengan menggunakan format
Formulir 1, Formulir 2, dan Formulir 3 pada
Lampiran II Peraturan Menteri ini;

2. Laporan hasil pengolahan data pemetaan sosial dan
mengikuti format Formulir 7 pada Lampiran II
Peraturan Menteri ini, dalam bentuk salinan cetak
dan/atau  salinan  digital yang  dilengkapi

bukti/dokumen yang mendukung.

Nilai Kualitas

1. Nilai 100, apabila hasil kerja sempurna memenuhi
ke-9 kriteria/ketentuan teknis dari butir kegiatan
ini, dan lengkap dengan bukti-bukti fisik yang
ditentukan, (AK = 0,20);
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2. Nilai 75, apabila hasil kerja memenuhi 5-8 kriteria/
ketentuan teknis dan dilengkapi bukti fisik, (AK =
0,15)

3. Nilai 50, apabila hasil kerja hanya memenuhi 1-4
kriteria/ketentuan teknis, dan dilengkapi bukti fisik,
(AK = 0,10).

Butir Kegiatan 2: Menyusun instrumen evaluasi identifikasi kelompok

sasaran dan/atau obyek penggerakan masyarakat (Kode Unsur Il.a.A.7,

AK = 0,30).

Komponen

Uraian

Hasil Kerja

Dokumen instrumen evaluasi identifikasi kelompok
sasaran dan/atau obyek penggerakan masyarakat
disajikan dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan
digital dan dilengkapi penjelasan singkat teknik/cara

penggunaan instrumen.

Batasan

Kegiatan menyusun instrumen evaluasi identifikasi
kelompok sasaran dan/atau obyek penggerakan
masyarakat merupakan kegiatan menyusun instrumen
yang digunakan untuk mengevaluasi ketepatan
kelompok sasaran/obyek pemberdayaan masyarakat
yang sudah teridentifikasi, dan mengevaluasi
keberhasilan/ ketercapaian tujuan pemetaan sosial.
Penyusunan instrumen ini dilakukan dengan dan
berpedoman pada Panduan Pemetaan Sosial (Kode
Unsur [l.a.A.1).

Instrumen disusun dengan cakupan indikator
ketercapaian tujuan kegiatan pemetaan sosial,
memenuhi unsur reliabilitas (dapat
dipertanggungjawabkan), validitas (pengukurannya
tepat), serta mudah diimplementasikan. Disain

instrumen ini diarahkan untuk penerapan evaluasi
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secara partisipatori bersama masyarakat.

Instrumen evaluasi dapat berupa pedoman FGD,
panduan wawancara, kuesioner terbuka/tertutup,
lembar /daftar pertanyaan (untuk kelompok sasaran
maupun untuk tim lapangan yang telah melakukan
survey/ observasi lapangan/ pengumpulan data dan
informasi bahan pemetaan sosial); masing-masing
dilengkapi keterangan cara penggunaan instrumen.

Kegiatan ini dapat dilakukan di tempat kerja/kantor.

Kriteria/Ketentuan

Teknis

Memenuhi ketentuan minimal:

1. Instrumen evaluasi disusun sesuai topik dan tujuan
evaluasi ketepatan kelompok sasaran dan/atau
obyek penggerakan masyarakat teridentifikasi, serta
tujuan evaluasi keberhasilan/ ketercapaian tujuan
pemetaan  sosial, untuk diterapkan secara
partisipatif bersama masyarakat.

2. Penyusunan instrumen evaluasi dilakukan di lapang
atau di kantor/tempat kerja dengan berpedoman
pada Panduan Pemetaan Sosial (Kode Unsur II.a.A.1)
dan dilaksanakan sebelum kegiatan evaluasi
penyelenggaraan pemetaan sosial (Kode Unsur
[I.a.A.9).

3. Instrumen disusun dengan cakupan indikator
ketercapaian tujuan kegiatan pemetaan sosial,
memenuhi syarat reliabilitas (dapat
dipertanggungjawabkan), validitas (pengukurannya
tepat), serta mudah diimplementasikan, untuk
mengetahui/dengan memperhatikan:

a. peta kekuatan sosial, peta-peta tematik, serta
nilai-nilai dominan budaya, tradisi, keyakinan
yang penting bagi populasi sasaran, dan adanya
konflik nilai pada populasi/kelompok sasaran;

b. pengorganisasian masalah yang  dihadapi

masyarakat;
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c. faktor strategis yang dapat meggerakkan
tindakan masyarakat;

d. pandangan masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat/intervensi sosial yang
dilakukan oleh pihak eksternal,;

e. identifikasi struktur di masyarakat dengan
memahami lokasi-lokasi kekuasaan, ketersediaan
sumber daya, dan mengidentifikasi pola
pengawasan sumber daya dan pemberian
layanan.

f. ketepatan pendekatan/metoda pemetaan sosial
yang digunakan.

4. Bentuk instrumen yang disusun harus jelas dan
dilampirkan sebagai bukti fisik (misalnya lembar
/daftar pertanyaan/kuesioner terbuka/ tertutup,
pedoman FGD, panduan wawancara, lembar
penilaian (scoring) relevansi kelompok sasaran yang
dipilih dengan program pemberdayaan
masyarakat/intervensi sosial yang akan dilakukan,
dan lain-lain; dan

5. Instrumen yang disusun dilengkapi dengan
penjelasan  singkat  teknik/cara  penggunaan

instrumen

Manfaat

Untuk digunakan dalam pelaksanaan evaluasi

penyelenggaraan pemetaan sosial (Kode Unsur I1.a.A.9).

Bukti Fisik

1. Dokumen administrasi: surat perintah tugas atau
surat keputusan tim kerja, lembar pengesahan, dan
surat pernyataan melaksanakan kegiatan yang
ditanda tangani oleh pejabat sesuai
kewenangannya dengan menggunakan format
Formulir 1, Formulir 2, dan Formulir 3 pada

Lampiran II Peraturan Menteri ini;
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2. Dokumen instrumen evaluasi identifikasi kelompok
sasaran dan/atau obyek penggerakan masyarakat
Teknis kegiatan ini mengikuti format Formulir 6
pada Lampiran II Peraturan Menteri ini, dalam
bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital dan

dilengkapi penjelasan cara penggunaan instrumen.

Nilai Kualitas 1. Nilai 100, apabila hasil kerja sempurna memenuhi
ke-5 kriteria/ketentuan teknis dari butir kegiatan
ini, dan lengkap dengan bukti-bukti fisik yang
ditentukan, (AK = 0,30);

2. Nilai 75, apabila hasil kerja memenuhi 3-4 kriteria/
ketentuan teknis dan dilengkapi bukti fisik, (AK =
0,23);

3. Nilai 50, apabila hasil kerja hanya memenuhi 1-2
kriteria/ketentuan teknis, dan dilengkapi bukti

fisik, (AK = 0,15).

C. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya

Butir Kegiatan 1: Menyusun Panduan Pemetaan Sosial

(Kode Unsur Il.a.A.1, AK = 0,60)

Komponen Uraian

Hasil Kerja Buku Panduan Pemetaan Sosial dan disampaikan

dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital.

Batasan Kegiatan menyusun Panduan Pemetaan Sosial
merupakan kegiatan menyusun aspek-aspek
penyelenggaraan kegiatan pemetaan sosial dengan
mengacu model yang disusun sebelumnya (Kode Unsur
II.a.A.6).

Penduan Pemetaan Sosial memuat rincian setiap aspek
pelaksanaan pemetaan sosial yang akan menjadi acuan
dalam pelaksanaan butir-butir kegiatan pemetaan
sosial, yaitu meliputi: perencanaan (pelaksanaan
diseminasi Panduan, penyusunan instrumen pemetaan

sosial), pengumpulan data dan informasi bahan
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pemetaan sosial), pelaksanaan pemetaan sosial, dan
evaluasi (pengolahan data, penyusunan instrumen
evaluasi, pengumpulan data bahan evaluasi, serta
evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial. Uraian
aspek-aspek pelaksanaan tersebut dilengkapi
penjelasan mengenai pendekatan/metoda dan langkah-
langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing
pelaksana butir kegiatan (Kode Unsur Il.a.A.2 sampai
dengan Kode Unsur Il.a.A.5 dan Kode Unsur Il.a.A.7
sampai dengan Kode Unsur I1.a.A.9)

Panduan ini disusun di kantor/tempat kerja. Panduan
yang telah disusun harus disahkan oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama atau pimpinan unit kerja
yang bersangkutan, selanjutnya dapat didiseminasikan
kepada para pelaksana butir kegiatan pemetaan sosial
(Kode Unsur Il.a.A.3 sampai dengan Kode Unsur
II.a.A.5, dan Kode Unsur Il.a.A.7 sampai dengan Kode
Unsur Il.a.A.9) dalam kegiatan diseminasi Panduan

(Kode Unsur Il.a.A.2).

Kriteria/Ketentuan

Teknis

Panduan Pemetaan Sosial minimal mencakup:

1. Tujuan dan sasaran pemetaan sosial.

2. Penjelasan tentang pengertian-pengertian, antara
lain: pemetaan sosial, survey formal, pemantauan
cepat (rapid appraisal method), pemantauan
partisipatori, penelitian dan aksi partisipatori (PRA),
kelompok sasaran, peta tematik.

3. Penjelasan/uraian tentang aspek-aspek pemetaan
sosial meliputi penjelasan aspek-aspek
penyelenggaran masing-masing butir kegiatan
pemetaan sosial, yaitu: menyusun instrumen
pemetaan sosial (Kode Unsur [I.a.A.3),
mengumpulkan data dan informasi bahan
pemetaan sosial (Kode Unsur Il.a.A.4), mengolah
data hasil pemetaan sosial (Kode Unsur Il.a.A.5),

menyusun instrumen evaluasi identifikasi
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6.

kelompok sasaran dan/atau obyek penggerakan
masyarakat (Kode Unsur Il.a.A.7), melakukan
pengumpulan data bahan evaluasi pemetaan sosial
(Kode Unsur Il.a.A.8), dan melaksanakan kegiatan
evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial (Kode
Unsur II.a.A.9). Penjelasan/uraian dimaksud
meliputi pendekatan/ cara/metoda, langkah-
langkah yang harus dilakukan sarana dan
prasarana yang diperlukan (jika ada), serta
hasil/output pelaksanaan masing-masing butir
kegiatan dimaksud.

Kegiatan penyusunan Panduan dilakukan sesuai
dengan topik pemberdayaan masyarakat yang
dipilih.

Panduan dilengkapi pengesahan pada halaman
pengesahan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
atau Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan.

Kegiatan dilakukan di kantor/tempat kerja.

Manfaat

Sebagai acuan untuk digunakan dalam pelaksanaan

butir-butir kegiatan pemetaan sosial (Kode Unsur

[I.a.A.2 sampai dengan Kode Unsur Il.a.A.5 dan Kode

Unsur Il.a.A.7 sampai dengan Kode Unsur I[l.a.A.9),

baik yang dilaksanakan secara individu maupun tim

kerja pemetaan sosial.

Bukti Fisik

1.

Dokumen administrasi: surat perintah tugas atau
surat keputusan tim kerja, lembar pengesahan, dan
surat pernyataan melaksanakan kegiatan yang
ditanda tangani oleh pejabat sesuai
kewenangannya dengan menggunakan format
Formulir 1, Formulir 2, dan Formulir 3 pada
Lampiran II Peraturan Menteri ini;

Buku Panduan Pemetaan Sosial berupa salinan
cetak dan/atau salinan digital yang memenuhi
Kriteria/Ketentuan Teknis butir kegiatan ini, dan
mengikuti format Formulir 12 pada Lampiran II

Peraturan Menteri ini.
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Nilai Kualitas

1. Nilai 100, apabila hasil kerja sempurna memenuhi
ke-6 kriteria/ketentuan teknis dari butir kegiatan
ini, dan lengkap dengan bukti-bukti fisik (AK = 0,60).

2. Nilai 75, apabila hasil kerja memenuhi 3-5 kriteria/
ketentuan teknis dan dilengkapi bukti fisik (AK =
0,45).

3. Nilai 50, apabila hasil kerja hanya memenuhi 1-2
kriteria/ketentuan teknis. dilengkapi bukti-bukti
fisik (AK = 0,30).

Butir Kegiatan 2:

Melaksanakan Diseminasi Panduan Pemetaan Sosial

(Kode Unsur II.a.A.2, AK = 0,30)

Komponen

Uraian

Hasil Kerja

Dokumen laporan pelaksanaan diseminasi
(luring/daring) Panduan Pemetaan Sosial dalam

bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital.

Batasan

Kegiatan melakukan diseminasi Panduan Pemetaan
Sosial merupakan kegiatan mensosialisasikan dan
memberi pembekalan tentang isi Panduan Pemetaan
Sosial (Kode Unsur Il.a.A.1) kepada para pelaksana
butir-butir  kegiatan Sub  Unsur Pelaksanaan
Identifikasi Kelompok Sasaran, mulai dari kegiatan
menyusun instrumen pemetaan sosial (Kode Unsur
[l.a.A.3) dan seterusnya hingga butir kegiatan
melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan
pemetaan sosial (Kode Unsur I[l.a.A.9) kecuali butir
kegiatan pengembangan model pemetaan/peta sosial
kelompok (Kode Unsur Il.a.A.6) termasuk cara, metoda,
langkah-langkah yang harus diikuti dalam
melaksanakan butir-butir kegiatan dimaksud. Kegiatan
diseminasi ini dilakukan melalui komunikasi,

informasi, dan edukasi (KIE).
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Kegiatan diseminasi dilaksanakan di lokasi peserta
diseminasi yang telah ditentukan, dan dapat juga
dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi digital.

Pelaksanaan  diseminasi secara daring harus
memenuhi kriteria/ketentuan teknis yang sama
dengan diseminasi secara luring, serta dilaksanakan di

tempat/lokasi yang terdapat jaringan internet.

Kriteria/Ketentuan

Teknis

Untuk kegiatan diseminasi, baik yang dilakukan secara
daring maupun secara daring, memenuhi ketentuan
minimal:

1. Dilakukan dengan mengacu Panduan Pemetaan
Sosial (Kode Unsur Il.a.A.1).

2. Kegiatan dilaksanakan pada lokasi sesuai target
sasaran untuk diseminasi yang diselenggarakan
dengan metoda tatap muka, ataupun di
kantor/tempat kerja yang memiliki jaringan internet
untuk diseminasi yang dilaksanakan secara daring
dengan memanfaatkan teknologi digital.

3. Kegiatan dilakukan sebelum pelaksanaan butir-butir
kegiatan penyusunan instrumen pemetaan sosial,
pengumpulan data dan informasi bahan pemetaan
sosial, pengolahan data, penyusunan instrumen
evaluasi, pengumpulan data bahan evaluasi, serta
kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial,
dengan peserta diseminasi yaitu mereka yang
melaksanakan butir-butir kegiatan dimaksud (Kode
Unsur Il.a.A.3 sampai dengan Kode Unsur Il.a.A.5,
dan Kode Unsur Il.a.7 sampai dengan Kode Unsur
II.a.A9).

4. Adanya rekaman/notulen sesi tanya jawab terkait
substansi Panduan Pemetaan Sosial; dan

5. Adanya dokumentasi kegiatan diseminasi Panduan
Pemetaan Sosial (foto, video) dengan
kelengkapannya (daftar hadir, copy undangan, dan

sebagainya). Untuk diseminasi secara daring harus




- 44 -

dilengkapi foto peserta pertemuan (foto digital),
daftar hadir virtual dengan menggunakan formulir
digital, undangan digital yang di dalamnya

tercantum tautan, kode pertemuan dan kata kunci.

Manfaat

Untuk memberikan pemahaman/pembekalan tentang
metoda, cara, langkah-langkah pelaksanaan butir-butir
kegiatan bagi para pelaksana butir-butir kegiatan pada
Sub Unsur Identifikasi Kelompok Sasaran (Kode Unsur
[I.a.A.3 sampai dengan Kode Unsur Il.a.A.9, kecuali
Kode Unsur Il.a.A.6) yang dapat mendukung

kelancaran pelaksanaan pemetaan sosial.

Bukti Fisik

1. Dokumen administrasi: surat perintah tugas atau
surat keputusan tim kerja, lembar pengesahan, dan
surat pernyataan melaksanakan kegiatan yang
ditanda tangani oleh pejabat sesuai kewenangannya
dengan menggunakan format Formulir 1, Formulir
2, dan Formulir 3 pada Lampiran I Peraturan

Menteri ini.

2. Dokumen laporan pelaksanaan diseminasi

Panduan Pemetaan Sosial sesuai
Kriteria/Ketentuan Teknis dan mengikuti format
Formulir 13 pada Lampiran II Peraturan Menteri ini,
dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan
digital dilengkapi bukti-bukti pelaksanaan (foto,
video, rekaman proses/notulen sesi tanya jawab,
daftar hadir, dan sebagainya). Apabila diseminasi
dilakukan secara daring, laporan dilengkapi
informasi undangan digital yang di dalamnya
tercantum tautan, kode pertemuan dan kata kunci,
daftar hadir virtual dengan menggunakan formulir
digital, dan foto peserta sebagai bukti dokumen

virtual.
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Nilai Kualitas

1. Nilai 100, apabila hasil kerja sempurna memenuhi
ke-5 kriteria/ketentuan teknis dari butir kegiatan
ini, dan lengkap dengan bukti-bukti fisik, (AK =
0,30);

2. Nilai 75, apabila hasil kerja memenuhi 3-4 kriteria/
ketentuan teknis dan dilengkapi bukti fisik, (AK =
0,23);

3. Nilai 50, apabila hasil kerja hanya memenuhi 1-2
kriteria/ketentuan teknis dan dilengkapi bukti-bukti
fisik, (AK = 0,15).

Butir Kegiatan 3: Melaksanakan Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemetaan Sosial (Kode Unsur [I.a.A.9), (AK = 0,15).

Komponen

Uraian

Hasil Kerja

Dokumen laporan hasil evaluasi penyelenggaraan
pemetaan sosial, disampaikan dalam bentuk salinan

cetak dan/atau salinan digital.

Batasan

Kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial
merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat
ketercapaian tujuan pemetaan sosial dengan
berpedoman pada aspek-aspek penyelenggaraan
pemetaan sosial sebagaimana termuat di dalam
Panduan Pemetaan Sosial (Kode Unsur II.a.A.1).
Evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial ini
dilakukan dalam konteks evaluasi pasca pelaksanaan
pemetaan sosial, dengan menggunakan instrumen
evaluasi identifikasi kelompok sasaran dan/atau obyek
penggerakan masyarakat (Kode Unsur Il.a.A.7) dan
data bahan evaluasi pemetaan sosial yang telah
dikumpulkan sebelumnya (Kode Unsur Il.a.A.8),
sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan
penyelenggaraan pemetaan sosial.

Evaluasi ini dilakukan pada sasaran/target grup
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masyarakat di lokasi tempat dilakukannya pemetaan
sosial, serta dilakukan secara partisipatori bersama
masyarakat.

Aspek-aspek yang dievaluasi mencakup antara lain:
ketepatan pemilihan dan penggunaan metoda
pemetaan sosial yang digunakan, peta kekuatan sosial
dan nilai-nilai dominan budaya, tradisi, keyakinan
yang penting bagi populasi sasaran, faktor strategis
yang menggerakkan tindakan masyarakat, pandangan
masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat, struktur yang ada di masyarakat, pola
pengawasan sumber daya dan pemberian layanan,
serta apakah hasil pemetaan sosial secara kualitatif
dapat mendukung tujuan atau kebutuhan program
pemberdayaan masyarakat/intervensi sosial yang akan
dilakukan.

Kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial ini
dapat menggunakan berbagai pendekatan/metoda,
misalnya: dialog kritis, diskusi, FGD, musyawarah,
wawancara, dan lain-lain, yang dapat dilakukan secara
tatap muka, atau dengan memanfaatkan teknologi

digital.

Kriteria/Ketentuan

Teknis

Memenuhi ketentuan minimal:

1. Kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman kepada
Panduan Pemetaan Sosial (Kode Unsur Il.a.A.1),
menggunakan instrumen evaluasi identifikasi
kelompok sasaran dan/atau obyek penggerakan
masyarakat (Kode Unsur Il.a.A.7), serta data bahan
evaluasi pemetaan sosial (Kode Unsur II.a.A.8).

2. Adanya metoda evaluasi yang dipilih/ditentukan
dengan uraiannya.

3. Adanya proses melaksanakan evaluasi secara
partisipatori bersama anggota populasi/kelompok
sasaran yang menghasilkan kesimpulan/hasil

evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial.
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4.

5.

6.

Adanya hasil pelaksanaan evaluasi, mencakup:

a. Ketepatan pendekatan/ metoda pemetaan
sosial yang digunakan;

b. peta kekuatan sosial dan nilai-nilai dominan
budaya, tradisi, keyakinan yang penting/
mempengaruhi bagi populasi sasaran, dan
adanya konflik nilai pada populasi/kelompok
sasaran,;

c. pengorganisasian masalah yang dihadapi
masyarakat;

d. faktor-faktor strategis yang dapat
menggerakkan tindakan masyarakat;

e. pandangan masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat/intervensi sosial
yang dilakukan oleh pihak eksternal;

f.  struktur di masyarakat, dengan memahami
lokasi-lokasi kekuasaan, ketersediaan sumber
daya, dan pola pengawasan sumber daya dan
pemberian layanan; dan

g. apakah hasil pemetaan sosial secara kualitatif
dapat mendukung tujuan atau kebutuhan
program pemberdayaan masyarakat/intervensi
sosial yang akan dilakukan.

Adanya analisis terhadap hasil pelaksanaan

evaluasi (huruf a sampai dengan g di atas), serta

kesimpulan dan rekomendasi.

Adanya rekaman/dokumentasi (foto, video) proses

evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial yang

akan menjadi bagian bukti fisik.

Kegiatan dilaksanakan di lokasi sasaran/target

grup masyarakat tempat dilakukan pemetaan

sosial.

Manfaat

Kegiatan ini merupakan bagian penting untuk menilai

keberhasilan pemetaan sosial yang telah dilakukan

dalam menghasilkan peta sosial yang sangat
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diperlukan dalam merancang perubahan kehidupan
masyarakat, menstimulasi kesadaran kritis masyarakat
terhadap pentingnya perubahan untuk mewujudkan
kehidupan yang lebih baik, dan dapat digunakan
sebagai bahan untuk menyadarkan masyarakat
terhadap potensi yang dimiliki maupun hambatan yang
perlu diantisipasi. Melalui kegiatan ini juga dapat
diketahui apakah metoda/pendekatan yang digunakan
sudah tepat/ efektif atau masih memerlukan

perbaikan.

Bukti Fisik

1. Dokumen administrasi: surat perintah tugas atau
surat keputusan tim kerja, lembar pengesahan, dan
surat pernyataan melaksanakan kegiatan yang
ditanda tangani oleh pejabat sesuai
kewenangannya dengan menggunakan format
Formulir 1, Formulir 2, dan Formulir 3 pada
Lampiran II Peraturan Menteri ini;

2. Dokumen laporan hasil evaluasi penyelenggaraan
pemetaan  sosial secara  partisipatif sesuai
Kriteria/Ketentuan teknis butir kegiatan ini, dalam
bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital dan
dilengkapi analisis dan kesimpulan, serta
dokumentasi kegiatan (foto, video, rekaman proses
evaluasi, daftar hadir), dan menggunakan format
Formulir 14 pada Lampiran II Peraturan Menteri

ini.

Nilai Kualitas

1. Nilai 100, apabila hasil kerja sempurna memenuhi
ke-7 kriteria/ketentuan teknis dari butir kegiatan
ini, dan lengkap dengan bukti-bukti fisik, AK = 0,15.

2. Nilai 75, apabila hasil kerja memenuhi 4-6 kriteria/
ketentuan teknis dan dilengkapi bukti fisik, AK =
0,11.

3. Nilai 50, apabila hasil kerja hanya memenuhi 1-3
kriteria/ketentuan teknis dan dilengkapi bukti-bukti
fisik, AK = 0,08.




- 49 -

D. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Utama

Butir Kegiatan: Mengembangkan model pemetaan/peta sosial kelompok

(Kode Unsur II.a.A.6, AK = 2,00

Komponen

Uraian

Hasil Kerja

Dokumen model pemetaan/peta sosial kelompok
sasaran dan/atau obyek penggerakan swadaya
masyarakat, disampaikan dalam bentuk salinan

cetak dan/atau salinan digital.

Batasan

Kegiatan mengembangkan model pemetaan/peta
sosial kelompok merupakan usaha penemuan,
perbaikan, atau pengembangan sesuatu yang baru,
baik yang bersifat adopsi ataupun inovasi, yang
disusun berdasarkan kajian ilmiah dan adanya
dasar teori yang digunakan, sehingga melahirkan
metode yang lebih efektif dalam mencapai tujuan
pemetaan sosial yang diinginkan, dalam rangka
membangun komitmen perubahan masyarakat.
Pengembangan model dapat dilakukan dengan
menggunakan atau tidak menggunakan hasil
evaluasi penyelenggaraan pemetaan sosial (Kode
Unsur [I.a.A.9).

Pengembangan model harus menunjukkan
kemanfaatan yang jelas bagi masyarakat terutama
dengan pertimbangan aspek sosial, budaya,
ekonomi, dan lingkungan, dan diarahkan agar model
pemetaan sosial ketika diaplikasikan nantinya dapat
diselenggarakan secara partisipatif dengan
melibatkan masyarakat, yang prosesnya sekaligus
merupakan proses pembelajaran sosial yang
menghargai pengetahuan masyarakat tentang
kondisi setempat, adat budaya dan kearifan lokal,

serta sumber daya lokal.
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Pengembangan model dilakukan di kantor/tempat
kerja, dan hasil pengembangan model akan menjadi
acuan bagi kegiatan penyusunan Panduan Pemetaan
Sosial (Kode Unsur Il.a.A.1).

Pengembangan model juga dapat dilakukan dengan
mengadopsi model yang sudah ada, namun
dikembangkan pada kondisi masyarakat yang
berbeda (misalnya masy